
52 

 

BAB V PENUTUP 

5.1. KESIMPULAN 

Berdasarkan  analisis data  penulis   menyimpulkan,Bahwa putusan 

Pengadilan Agama Kelas IB Kupang tentang hak asuh anak akibat cerai 

gugat belum atau tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karenapenetapan hak 

asuh anak  dibawah umur  yang berada  ditangan ibu,  sering memunculkan 

ketidaktaatan oleh para pihak yang tidak mendapatkan hak asuh anak hal ini 

dekarenakan sejumlah faktor. Faktor-faktor penyebab tidak diaksanakannya 

putusan hak asuh anak yaitu :karena rasa tidak puas terhadap putusan hakim 

tentang waktu pertemuan antara anak dengan pihak yang kalah tidak sesuai 

dengan keinginan para pihak, atau tergugat merasa bahwa penggugat yang 

mendapatkan hak asuh anak ternyata  tidak merawat anaknya secara baik 

yaitu: penggugat suka mabuk-mabukan dan tidak menyekolahkan anaknya. 

5.2. SARAN 

Agar para hakim dalam membuat putusan harus mempertimbangkan 

pembagian waktu bagi para pihak untuk bertemu dengan anaknya.Agar 

tidak terjadi pengambian anak secara paksa dari pihak yang kalah karena 

waktu bertemu yang dirasa tidak adil. 
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